LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor :5 Seri P

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 2 TAHUN -: 1990
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
' KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor telah
dibentuk dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 1998
tentang Pembentukan 10 (Sepuluh)
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Tingkat I71;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996
tentang Pedoman Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah, ...



Mengingat
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Daerah, perlu diatur organisasi dan
tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada
Huruf a dan b tersebut di atas,
perlu menetapkan Organisasi dan
Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor dengan
Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupa-—
ten dalam Lingkungan JYawa Barat
{Rerita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor .
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahum 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839); | _ 3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentaung Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lem-—
baran Negara Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan ...
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Tambahan Lembaran Negara Nomor
3373);

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1992 tentang Penyelenggaraan Oto-
nomi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan

‘Lembaran Negara Nomor 3487};

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
1993 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3538);

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun- .
1958 tentang Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara Nomor 21
Tahun 1990 tentang Pedoman dan
Proses Pembentukan atau Penyempur-—
naan Kelembagaan di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat, Perwa-
kilan Republik Indonesia di Luar
Negeri dan Pemerintah di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekre-—

tariat ...
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15.

17.

tariat Wilavah/Daerah Kabupaten/
Kotamadva Daerah Tingkat I1 dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Tingkat I11;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Daerah dan
Wilayah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman
Pembentukan, Organisas-i dan
Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1iS Tahun 1998 tentang Pende-—
legasian Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pega-
wai Negeri Sipil di Jajaran
Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pem-
bentukan 10 (Sepuluh) Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Tingkat I11;

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petun-
juk Pelaksanaan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996
tentang Pedoman Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat ...
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Tingkat 1T Bogor Nomor 17 Tahun
1992 tentang Organisasi dan Tata-
kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten . Daerah
Tingkat 1I Bogor.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN BOGOR.
BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1ini, yang
dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bogor;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Xabupaten Bogor;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Xabu-
paten Bogor;

d. Badan Pengendalian Dampak

Lingkungan



Lingkungan Daerah, selanjutnya
disebut BAPEDALDA, adalah Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan
Kabupaten BogorT;

XKepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah, selanjutnya
disebut Kepala, adalah Kepala
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor;

Sekretariat adalah Sekretariat
Badan Pengendalian - Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor, yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris;

Urusan acdalah Urusan-Urusan pada
Sekretariat Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor;

" Seksi adalah Seks:i-Seksi pada

Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor;

Sub Seksi adalah Sub Seksi-Sub
Seksi pada Seksi di Lingkungan
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Kabupaten Bogor;

Cabang BAPEDALDA adalah Cabang
Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan KXabupaten Bogor yang
mempunyai wilayah kerja meliputi
satu atau beberapa Kecamatan dalam.
Wilayah Kabupaten Bogor;

Uunit Pelaksana Teknis BAPEDALDA,
selanjutnya disebut UPT, adalah
Unsur Pelaksana Badan Pengendalian

Dampak ...
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Dampak Lingkungan Kabupaten Bogor
yang melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu di lapangan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah
kelompok  Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, wewenang
tanggungjawab serta hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam

- rangka mendukung kelancaran tugas

pokck dan fungsi Badan Pengenda-

lian Dampak Lingkungan Kabupaten
Bogor;

Analisis Mengenai Dampak Ling-
kungan adalah kajian mengenai
dampak besar dan penting suatu
usaha dan atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang

penyeclenggaraan usaha dan atau
kegiatan.

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

. Pasal 2

(1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah

yang bertugas membantu Kepala

Daerah ..
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Daerah dalam melakukan oengenda-
lian dampak lingkungan.

(2) BAPEDALDA dipimpin oleh Xepala
vang berada dibawah dan bertang-
gungjawab kepada Kepala Daerah.

Ragian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Daerah dalam melaku-
kan pengendalian dampak lingkungan
serta tugas pembantuan yang ditugas-
kan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok terse-

but pada Pasal 3 Peraturan Daerah

ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan tugas teknis opera-
sional dibidang pengendalian
dampak lingkungan, yang meliputi
analisis pencegahan dampak
lingkungan,. pengawasan dan pengen-—
dalian dampak lingkungan, serta
pemantauvan dan pemulihan kualitas
lingkungan berdasarkan kebijakan
Kepala Daerah;

b. pelaksanaan ...



b.
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pelaksanaan teknis fungsional
dibidang pengendalian dampak
lingkungan berdasarkan kebiiakan
Gubernur Propinsi Jawa Barat;

pelaksanaan tugas administrasi
kesekretariatan yang meliputi
urusan program, urusan hukum dan
urusan umum.
BAB IIT
ORGANTIGSASI

Bagian Pertama

UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal §

Unsur organisasi BAPEDALDA terdiri

atas

a. Pimpinan adalah Kepala;

b. Pembantu pimpinan adalah Sekre-
tariat;

c. Pelaksana adalah Seksi-Seksi,
Cabang BAPEDALDA, UPT dan Kelompok
Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan organisasi BAPEDALDA

terdiri ...



terdiri atas :

a.

b.

Kepala;
Sekretariat, membawahkan :

1. Urusan Program;
2. Urusan Hukum;
3. Urusan Umum.

Seksi Analisis Pencegahan
Dampak Lingkungan, mem-
bawahkan : :

1. Sudb Seksi Pengembangan
Kapasitas;

2. Sub Seksi Pengendalian
Teknis AMDAL;

3. Sub Seksi Penerapan Rencana
Pengelolaan Lingkungan
(RKL} dan Rencana Peman-
tauan Lingkungan (RPL);

4. Sub Seksi. Analisa dan
Evaluasi.

Seksi Pengawasan ﬂan Pengenda-
lian, membawahkan :

1. Sub Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Xerusakan
Lingkungan; :

2. Sub Seksi Pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran
Air; .

3. Sub Seksi Pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran
Tanah dan Udara;

4. Sub Seksi Perijinan..

e. Seksi ...



e. Seksi Pemantauan dan Pe-
mulihan, membawahkan :

1. Sub Seksi Pemantauan Xuali-
tas Lingkungan;

2. Sub Seksi Pemulihan Kuali-
tas Lingkungan;

3. Sub Seksi Penyuluhan.

f. Cabang BAPEDALDA;
g. Unit Pelaksana Teknis (uPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi
BAPEDALDA sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur—-unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala
Pasal 7

Kepala mempunyai tugas pokok memim-
pin, mengkoordinasikan dan mengenda-
likan kegiatan BAPEDALDA dalam
membantu KXepala Daerah melaksanakan
tugas Pemerintah Daerah dibidang
pengendalian dampak lingkungan serta
tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf



(1)

(3)

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 8
Sekretariat mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan

program, hukum dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) pasal ini, Sekretariat mem-
punyai fungsi :

a. penvusunan perencanaan dan
- program pengendalian dampak
lingkungan, penyusunan infor-
masi lingkungan dan pelaporan;

b. pelaksanaan proses administra-
si dan koordinasi dalam rangka
penegakan peraturan perundang-
undangan dibidang pengendalian
dampak lingkungan;

c. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi uvmmm. YXepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan
rumah tangga BAPEDALDA.

Sekretariat membawahkan :
a. Urusan Program;

b. Urusan Hukum;
¢. Urusan Umum.

Pasal ...



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal ¢9

Urusan Program mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengumpulan
dan pengolahan data serta
penyiapan bahan penyusunan renca-
na/program serta pelaporan;

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Ayat
{1) pasal ini, Urusan Program
mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pengendalian dampak lingkungan
dan statistik;

b. penyiapan bahan penyusunan
rencana dan program pengenda-
lian dampak lingkungan serta
pelaporan kegiatan BAPEDALDA;

c. penyiapan bahan pembinaan
organisasi dan tatalaksana
BAPEDALDA serta penyajian
informasi lingkungan.

Pasal 10

Urusan Hukum mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyiapan
bahan proses administrasi pene-
gakan peraturan perundang-
undangan dibidang lingkungan
hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana ...



(1)

sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, Urusan Hukum
mempunvai fungsi :

a. pengumpulan, inventarisasi dan
pengkajian peraturan per-
undang-undangan dibidang ling-
kungan hidup;

b. penviapan bahan penetapan
kebiiakan dan peraturan dibi-
dang pengendalian dampak
lingkungan; -

c. penviapan bahan proses admi-
pistrasi dalam rangka pene-
gakan peraturan perundang-
undangan dibidang lingkungan
hidup.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas pokok
me laksanakan pengelolaan urusan
administrasi umum, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan
tumah tangga BAPEDALDA.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, Urusan Umum mem-
punyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan surat
menyurat, kearsipan, perja-
lanan dinas dan %egiatan
protokoler; i

b. penyiapan ...



b. penyiapan bahan rencana ang-
garan pendapatan dan belanja
BAPEDALDA serta pengelolaan
administasi keuangan;

c. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan pengelolaan admi-
nistrasi perlengkapan dan
rumah tangga BAPEDALDA.

Paragraf 3

Seksi Analisis
Pencegahkan Dampak Lingkungan

Pasal 12

(1) Seksi Analisis Pencegahan Dampak
Lingkungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pembinaan dan penyu-
sunan petunjuk teknis pengem-
bangan kapasitas sumber daya
manusia dan kelembagaan, prelaksa-—
naan AMDAL serta analisa dan
evaluasi pelaksanaan pencegahan
dampak lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, Seksi Analisis
Pencegahan Dampak Lingkungan
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan bPenyusunan

petunjuk teknis pengembangan
kapasitas sumber daya manusia

dan ...



(1)

dan kelembagaan pencegahan
dampak lingkungan;

b. pembinaan dan penyusunan
petunjuk teknis pelaksanaan
AMDAL ;

c. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pemantauan
penerapan RKL dan RPL;

d. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis analisa dan
evaluasi pelaksanaan pence-
gahan dampak lingkungan.

Seksi Anaiisis Pencegahan Damnak
Lingkungan, membawahkan :

a. Sub Seksi Pengembangan Kapa-
sitas;

b. Sub Seksi Pengendalian Teknis

AMDAL ;

C. Sub Seksi Penerapan RKL dan
RPL;

d. Sub Seksi Analisa dan Eva-
Juasi.

Pasal 13

Sub Seksi Pengembangan Kapasitas
mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengembangan
kapasitas sumber daya manusia dan
kelembagaan pencegahan dampak
lingkungan.

(2) Untuk ...



(2)

(1)

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pengembangan Kapasitas mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pengembangan kapasitas sumber
daya manusia dan kelembagaan
pencegahan dampak lingkungan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengembangan
kapasitas sumber daya manusia
dan kelembagaan pencegahan
dampak lingkungan.

Pasal 14

Sub Seksi Pengendalian Teknis
AMDAL mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan petunjuk teknis
pengendalian AMDAL.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pengendalian Teknis AMDAL mem-
punyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pengendalian
AMDAL;

b. penyiapan bahan penyvusunan

petunjuk ...



(1)

(2)

(1)

(2)

petunjuk teknis pengendalian
AMDAL .

Pasal 15

Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL
mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pemantauan pene-
rapan RKL dan RPL.

Untuk menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Penerapan RKL dan RPL mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pemantauan penerapan RKL dan
RPL;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pemantauan
penerapan KKL dan RPL.

< Pasal 16

Sub Seksi Analisa dan Evaluasi
mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis analisa dan:
evaluasi pelaksanaan pencegahan
dampak lingkungan. '

Untuk menyelenggarakan'tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) ...



Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Analisa dan Evaluasi mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pencegahan dampak lingkungan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis analisa dan
evaluasi pelaksanaan pence-
gahan dampak lingkungan.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

(2)

mempunyai tugas pokok melaksana-
kan pepnyusunan petunjuk teknis
pengawasan dan pengendalian
dampak lingkungan, pencegahan
dan penanggulangan pencemaran
air, pencegahan dan penanggu-
langan pencemaran tanah dan
udara, perijinan pengolahan dan
atau pembuangan limbah.

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, Seksi Pengawasan
dan Pengendalian mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan

pengendalian ...



{3)

(1)
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pengendalian kerusakan ling-
kungan;

b. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air;

c. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pencegahan dan
penanggulangan pencemaran
tanah dan udara;

d. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis perijinan
pengolahan dan atau pembuangan
limbah.

Seksi Pengawasan dan Pengenda-
lian, membawahkan :

a. Sub Seksi Pengawasan dan
Pengendalian Kerusakan Ling-
kungan; -

b. Sub Seksi Pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran Air;

¢. Sub Seksi Pencegahan dan
Penanggulangan Pencemaran
Tanah dan Udara;

d. Sub Seksi Perijinan.

Pasal 18

Sub Seksi Pengawasan dan Pengen-
dalian Kerusakan Lingkungan’
mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan

pengzndalian ...



(2)

(1)

(2)

pengendalian kerusakan ling-
kungan. '

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pengawasan dan Pengendalian
Kerusakan Lingkungan mempunyai
fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
rengawasan dan pengendalian
kerusakan lingkungan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pengawasan dan
pengendalian kerusakan ling-
kungan.

Pasal 19

Sub Seksi Pencegahan dan Penang-
gulangan Pencemaran Air mempunyai
tugas pokok melaksanakan pe-
nyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis pencegahan dan penanggu-
langan pencemaran air.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Air mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan

pencegahan ...



(1)

(2)

(1)

pencegahan dan penanggulangan
pencemaran air;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air.

Pasal 20

Sub Seksi Pencegahan dan Penang-
gulangan Pencemaran Tanah dan
Udara mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan petunjuk teknis
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran tanah dan udara.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Tanah dan Udara mem-
punyai fungsi : :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pencegahan dan penanggulangan
pencemaran tanah dan udaraj;

b. penyiapan bahan penyusunan
- petunjuk teknis pencegahan dan

penanggulangan pencemaran
tanah dan udara. :

Pasal 21
Sub Seksi Perijinan mempunyai

tugas ...



(2)

(1)
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tugas pokok melaksanakan pe-
nyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan kegiatan
administrasi, inventarisasi, pe—
ngelolaan, pengawasan dan pengen-—
dalian perijinan pengolahan dan
atau pembuangan 1limbah.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Perijinan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data perijinan peng-
olahan dan atau pembuangan
limbah; '

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan administrasi, inven-
tarisasi, pengelolaan, peng-
awasan dan pengendalian
perijinan pengolahan dan atau
pembuangan 1limbah.

Paragraf 5
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
Pasal 22
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
mempunyai tugas pokok melaksana-
kan penyusunan petunjuk teknis
usaha-usaha pemantauvan dan pemu-

lihan kualitas lingkungan serta
penyuluhan.

(2) Untuk ...



(2}

(3)

(1)

Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, Seksi Pemantauan
dan Pemulihan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan dan penyusunan

petunjuk teknis pelaksanaan
usaha-usaha pemantauan kuali-
tas lingkungan;

b. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis pelaksanaan
usaha-usaha pemulihan kualitas
lingkungan;

c. pelaksanaan dan penyusunan
petunjuk teknis kegiatan
penvuluhan dalam rangka me-
ningkatkan peran serta masya-
rakat dalam pemantauan dan
pemulihan lingkungan.

Seksi Pemantauan dan Pemulihan,
membawahkan :

a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas
Lingkungan;

b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas
Lingkungan;

c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

Sub Seksi Pemantauan Kualitaé

Lingkungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan petunjuk teknis peman-—
tauan kualitas lingkungan.

{2) Untuk ...

P



(2)

(1)

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pemantanan Kualitas Lingkungan
mempunyai fungsi : :

a. pengumpulan, pengolaban dan
evaluasi data pelaksanaan
pemantauan kualitas ling-
kungan;

b. penyiapan bahan penvusunan
petunjuk teknis pemantauwan
kualitas lingkungan.

Pasal 24

Sub Seksi Pemulihan Kualitas
Lingkungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan petunjuk teknis pemu-
lihan kualitas lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Pemulihan Kualitas Lingkungan
mempunyai fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
pemulihan kualitas lingkungan;

b. penyiapan bahan penyusunan
petunjuk teknis pemulihan
kualitas lingkungan.

Pasal ...



Pasal 2S5

(1} Sub Seksi Penyuluhan mempunyai
tugas pokok melaksanakan pe-
nyiapan bahan penyusunan petunjuk
teknis penyuluhan dalam rangka
meningkatkan peran serta masya-
rakat dalam pelaksanaan peman-
tauvan dan pemulihan kualitas
lingkungan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi
Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan
evaluasi data pelaksanaan
penyuluhan lingkungan;

b. penyiapan bahan penjusunan
petunjuk teknis penyuluhan
iingkungan.

Paragraf 6
Cabang BAPEDALDA
Pasal 26
Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja
Cabang BAPEDALDA akan diatur lebih -

lanjut sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. '

Paragraf ...



Paragraf 7
u p T

Pasal 27A

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja
UPT akan diatur lebih lanjut sesuai

peraturan perundang-undangan yang
. berlaku.

(1)

(3)

(4)

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional
mempunyai tugas pokok melaksana-—
kan sebagian kegiatan BAPEDALDA
secara profesional sesunai dengan
kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) pasal ini, dalam melaksanakan
tugas pokoknya bertanggungjawab
kepada Kepala.

Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana yang dimaksud pada
Ayat (1) pasal ini, terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional Yang terbagi.
dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok sebagaimana
tersebut dalam Ayat (3) pasal ini
dipimpin oleh seorang tenaga

Fungsional ...



(6)

(1)

(2)

Fungsional Senior yang ditunjuk
diantara tenaga fungsional yang
ada dalam lingkungan BAPEDALDA.

Jumlah jabatan fungsional seba-
gaimana dimaksud pada Ayat (3)
pasal ini ditentukan menurut
sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan Fung-
sional. sebagaimana dimaksud pada
Ayat (5) pasal ini diatur sesuai
dengan peraturan vperundang-
undangan yang berlaku.

BAB 1V
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 29
Hal-hal yang menjadi tugas pokok
dan fungsi BAPEDALDA merupakan
suatu kesatuan yYang satu sama

lain tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanan tugas pokok dan fungsi
BAPEDALDA sebagai pelaksana

"Pemerintah Daerah dibidang

pengendaliaan dampak lingkungan,
kegiatan operasionalnya diseleng-
garakan/dilaksanakan oleh Seksj-
Seksi, Cabang BAPEDALDA, UPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional

menurut



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

menurut tugas dan fungsinya
masing-masing.

Kepala, baik taktis operasional
maupun teknis administratif,
berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dan
dalam melaksanakan tugas pokokanya
melaksanakan hubungan fungsional
dengan instansi lain yang ber-
kaitan dengan fungsinyva.

Kepala dalam melaksanakan tugas-
nya melaksanakan koordinasi
vertikal dan horisontal dengan
instansi terkait baik Pusat
maupun Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi
di lingkungan BAPEDALDA dalam
melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi.

Setiap pimpinan satuan organisasi
di lingkungan BAPEDALDA wajib
memimpin dan memberi bimbingan
serta petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.
Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 30

Kepala wajib memberikan laporan
tentang pelaksanaan tugasnya
secara teratur, jelas serta tepat

pada ...



(2)

(3)

(4)

'21)

(2)

pada waktunya kepada Kepala
Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi
di lingkungan BAPEDALDA wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada
atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh
pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan diper-
gunakan sebagai bahan pertim-
bangan lebih lanjut.

Pengaturan mengenai jenis laporan
dan cara penyampaiannya berpedo-

man kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 31
Dalam hal Kepala berhalangan
menjalankan tugasnya, Xepala
dapat menunjuk Sekretaris.
Dalam hal .Sekretaris berhalangan,

maka Kepala dapat menunjuk salah
seorang Kepala Seksi.

BAB



-31-

BAB V
KEPEGAWATIAN
Pasal 32

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat
atas usul Kepala Daerah.

- (2) Kepala berkewajiban dan bertang-
gungjawab dalam menyiapkan bahan
rancangan kebijakan Kepala Daerah
dibidang kepegawaian.

(3) Pejabat-pejabat lainnya di ling-
kungan BAPEDALDA diangkat dan
diberhentikan oleli pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Pembiayaan BAPEDALDA berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bogor dan sumber

lain yang sah.

BAB VIT
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai ...



mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini, maka tugas,; fungsi
dan personil Bagian Lingkungan
Hidup Sekretariat Kabupaten Bogor
sebagaimana diatur dalam Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun
1992 tentang Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Wilayah/
Daerah dan Sekretariat Dewan
Ferwakilan Rakvat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat I1 Bogor
dihapus dan diintegrasikan keda-
lam BAPEDALDA.

{2) Dengan berlakunya Peraturan
Daerah ini, maka segala ketentuan
vang mengatur hal yang sama dan
atau bertentangan dengan Per-
aturan Daerah ini dinyatakan
tidak berlaku.

Pasa! 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui-
nva, memer intahkan pengundangan

Peraturan ...



Peraturan Daerah ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Daerah Kabu-
paten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Mei 1999

BUPATI KABUPATEN BOGOR,

t.t.d.

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tapggal 25 Juli 1999

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 1999 NOMOR : 5 SERI D
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